
MISI 5 :

TUJUAN RPJMD :

INDIKATOR TUJUAN :

SASARAN STRATEGIS RPJMD :
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INDIKATOR TUJUAN :
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SASARAN STRATEGIS 
RENSTRA

:

INDIKATOR SASARAN :

   

ESELON III :

SASARAN PROGRAM :

PROGRAM :

INDIKATOR PROGRAM :

ESELON IV :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN PROGRAM :

PROGRAM :

INDIKATOR PROGRAM :

ESELON IV :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN PROGRAM :

PROGRAM :

INDIKATOR PROGRAM :

ESELON IV :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :
 

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN PROGRAM :

PROGRAM :

INDIKATOR PROGRAM :

ESELON IV :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

SASARAN PROGRAM :

PROGRAM :

INDIKATOR PROGRAM :

ESELON IV :

SASARAN KEGIATAN :

KEGIATAN :

INDIKATOR KEGIATAN :

Rata-rata Load Factor  Angkutan 
Laut/Penyeberangan

Accident Rate  per Triwulan dalam Satu Tahun

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Sengketa 
Tanah Garapan

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu 
Lintas Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ)

KEPALA SEKSI ANGKUTAN KEPALA SEKSI ANGKUTAN KEPALA SEKSI KESELAMATAN

Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara

KEPALA SEKSI KAWASAN PERMUKIMAN

Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kumuh

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kumuh

Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase Rumah Layak Huni Rata-rata Load Factor  Angkutan Jalan

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGADAAN 
TANAH

Meningkatnya Kualitas Layanan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran

Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Kasus 
Sengketa Tanah Garapan

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kumuh pada Daerah 

Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan 
Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang 

Melayani Penyeberangan Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di 
Jalan

Terselenggaranya Pencegahan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kumuh

Meningkatnya Pelayanan Angkutan 
Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten

Terselenggaranya Kegiatan Audit dan Inspeksi 
Keselamatan LLAJ di Jalan

Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Dalam 
Trayek

Jumlah Jenis Kasus yang Ditangani

Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni yang 
Diperbaiki untuk Pencegahan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan
Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan 

LLAJ

Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 
dalam Trayek yang Terfasilitasi

Jumlah Izin yang Terfasilitasi

Meningkatnya Pelayanan Penetapan Tarif Kelas 
Ekonomi

Meningkatnya Pelayanan Tarif Kelas Ekonomi 
untuk Angkutan Penyeberangan Penumpang

Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan 
Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan 

Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Pelayaran

Rata-rata Load Factor  Angkutan 

Laut/Penyeberangan

Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk 
Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta 
Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 

(Satu) Daerah

Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk 
Angkutan Orang

Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk 
Angkutan Orang

Meningkatnya Kualitas Layanan Pelayaran

Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin Usaha 
Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait 
dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal

Program Pengelolaan Pelayaran

Persentase Prasarana Pelayaran yang Berfungsi

Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin Pengembangan 
Pelabuhan Pengumpan Lokal 

Kegiatan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk 
Pelabuhan Pengumpan Lokal

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGADAAN 
TANAH

KEPALA SEKSI PERUMAHAN KEPALA SEKSI PENGUJIAN SARANA KEPALA SEKSI PENGUJIAN SARANA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN

Jumlah Unit Rumah yang Dilakukan Pendataan 
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Persentase Kendaraan yang diuji berkala Jumlah Izin yang Terfasilitasi Jumlah Izin yang Terfasilitasi

Meningkatnya Tata Kelola Penyelesaian Ganti Rugi 
dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan 
Santuanan Tanah Untuk Pembangunan

Program Pengembangan Perumahan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ)

Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan

Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 

Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Terdampak 
Relokasi Program Kabupaten/Kota

Persentase Prasarana Perhubungan Darat yang 

Dapat Berfungsi

Meningkatnya Pelayanan Pengujian Sarana

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu 
Lintas

Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin Reklamasi
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi Program 
Kabupaten/Kota

Kegiatan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan 
Pelabuhan Pengumpan Lokal

Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

Jumlah Izin yang Terfasilitasi

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima 
Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Rumah Bagi Korban Bencana atau 
Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegaiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun 
Umum dan/atau Rumah Khusus

Jumlah lembaga pengelola Rumah Susun Umum 
dan/atau Rumah Khusus

Persentase Tanah Pemerintah yang Termanfaatkan

Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya 

dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Aset Tanah Pemerintah 
Kabupaten Sumenep yang tersusun

Jumlah Luasan Lahan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum di Perumahan

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, 
Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Persentase Jumlah Pengembang Perumahan yang 
Bersertifikat dan Telah Diregistrasi

Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan

Jumlah Dokumen Rekomendasi Penerbitan Izin 
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Meningkatnya Tata Kelola Pemanfatan Tanah 

Pemerintah

KEPALA SEKSI PENYEDIAAN PRASARANA, 
SARANA DAN UTILITAS UMUM

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang 
atau Badan Hukum yang Melaksanakan 

Perancangan dan Perencanaan Rumah serta 

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Jumlah Orang atau Badan Hukum yang 
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan 

Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil 

yang bersertifikat dan diregistrasi

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umum (PSU)

Persentase Peningkatan Perumahan yang Sudah 
Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum) 

KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN TANAH
KEPALA SEKSI PENYEDIAAN PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS UMUM

Meningkatnya Penyusunan Dokumen Aset Tanah 
Pemerintah Kabupaten Sumenep

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan

Program Penatagunaan Tanah

Meningkatnya Layanan Penyelesaian Ganti 
Kerugian dan Santunan Tanah

Terselenggaranya Pendataan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 

Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian 
dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Masalah Ganti Kerugian dan Santunan 
Tanah yang Diselesaikan

Terselenggaranya Sosialisasi dan Persiapan 
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 

Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin Pengerukan 
Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di 
Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

Jumlah Izin yang Terfasilitasi

Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan 
Bangunan Gedung (SKGB)

Jumlah dokumen Sertifikat Kepemilikan 
Bangunan Gedung (SKGB)

CASCADING OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERHUBUNGAN

Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup yang Berimbang antara Daratan dan Kepulauan

Meningkatkan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Merata

Indeks Infrastruktur

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERHUBUNGAN

Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana Prasarana Perhubungan yang Berkualitas dan Merata

Indeks Infrastruktur Permukiman

KEPALA DINAS KEPALA DINAS KEPALA DINAS

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas dan Merata Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN 
TRANSPORTASI

SEKRETARIS

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang Berkualitas dan Merata

Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan 
Fasilitas Umum

Persentase Peningkatan Infrastruktur Perumahan dan 
Kawasan Permukiman

Rasio Konektivitas

KEPALA BIDANG PERTANAHAN
KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Program Pengelolaan Penerbangan Program Pengelolaan Perkeretaapian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pengembangan Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman

Meningkatnya Kualitas Layanan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (LLAJ)

Persentase Prasarana Perhubungan Darat yang Dapat 
Berfungsi

Persentase Prasarana Pelayaran yang Dapat Berfungsi Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Penerbangan
Persentase Penyelenggaraan 
Pengelolaan Perkeretaapian

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana Kantor

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemberian Izin Lokasi

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu 
Lintas

Meningkatnya Kualitas Layanan Pelayaran

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (LLAJ)

Program Pengelolaan PelayaranProgram Pengelolaan Izin Lokasi

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan 

Kemudahan Berusaha

Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di 
Bawah 10 Ha di Kab/ Kota yang Ditangani 

Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan 
Perkotaan

Rata-rata Load Factor  Angkutan 
Laut/Penyeberangan

Meningkatnya Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN 

PERENCANAAN
KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEPALA SEKSI PRASARANA KEPALA SEKSI PRASARANA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KEPALA SEKSI PRASARANA

KEPALA SUBBAGIAN UMUM, KEARSIPAN 
DAN KEPEGAWAIAN

Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Baik
Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan 

dan Evaluasi Kinerja yang Baik
Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin 

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Pelayanan Angkutan 
Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten

Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan 
Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang 

Melayani Penyeberangan Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan 

dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat 

Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin 
Pembangunan dan Izin Operasi 

Prasarana Perkeretaapian Umum 

yang  Jaringan Jalurnya Dalam 1 
(Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 
Pembangunan Fasilitas Parkir

Jumlah Izin yang Terfasilitasi

Jumlah luas lahan yang dilakukan Peningkatan 
Kualitas pada Kawasan Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Jumlah Persetujuan Andalalin

Meningkatnya kualitas pengelolaan Terminal Type C Meningkatnya Pelayanan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik 
Daerah yang Baik

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(sepuluh) Ha

Jumlah Izin yang Terfasilitasi

Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin TUKS Pelabuhan 

Pengumpan Lokal

Terselenggaranya penataan dan peningkatan 
kualitas kawasan permukiman

Meningkatnya manajemen dan rekayasa lalu 
lintas 

Meningkatnya Pelayanan Rencana Induk dan Daerah 
Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan 

Meningkatnya penyelenggaraan analisis dampak 
lalu lintas

Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu 
Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Penetapan Rencana Induk Jaringan 
LLAJ

Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Kabupaten/Kota

Jumlah Rencana Induk  Jaringan LLAJ yang 

Ditetapkan

Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin Fasilitas 

Parkir

Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk 
Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP 

Pelabuhan Pengumpan Lokal

Jumlah Izin yang Terfasilitasi

Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah 
Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan 

(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Jumlah rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja 
(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan 

Pengumpan Lokal yang Ditetapkan

Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin Usaha 
Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha 
Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

Jumlah Izin yang Terfasilitasi

Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin Pengoperasian 
Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan 
Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGADAAN 
TANAH

KEPALA SEKSI KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SEKSI LALU LINTAS

Meningkatnya Pelayanan Pemberian Izin Lokasi Meningkatnya kualitas pemenuhan Perlengkapan 
Jalan

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Proporsional Jumlah Izin yang Terfasilitasi Jumlah Izin yang Terfasilitasi
Jumlah laporan administrasi barang milik 

daerah
Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat 

daerah yang disusun

Jumlah dokumen perencanaan, 
penganggaran dan evaulasi kinerja 

perangkat daerah yang disusun

Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rekomendasi untuk Izin Lokasi yang 
diberikan

Jumlah dokumen Izin Pembangunan dan 
Pengembangan Kawasan Permukiman

Jumlah Pemenuhan Perlengkapan Jalan Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan Jumlah pelaksanaan pengelolaan Terminal Type C

Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah 
yang Baik

Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (sepuluh) Ha

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah 
Kewenangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Tata Kelola Kepegawaian 
yang Baik

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang 
disediakan

Persentase Penyelesaian Adminstrasi Pendapatan 
Daerah

Meningkatnya Tata Kelola Umum yang Baik

Meningkatnya Pelayanan Angkutan 
Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Lintas Penyeberangan  dan 
Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah 

Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan 
Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur

Jumlah luas lahan yang dilakukan Penataan dan 
Peningkatan Kualitas pada Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas

Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan

Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman 
Kumuh

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 
yang disediakan

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik 
Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Jumlah layanan jasa yang disediakan

Terselenggaranya Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah

Meningkatnya Pelayanan Angkutan Orang dalam 
Trayek

Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin Usaha 
Angkutan Penyeberangan

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan 
Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan 

Domisili Badan Usaha 

Meningkatnya Penetapan Dokumen Rencana 
Umum Jaringan Trayek Pedesaan

Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Izin Usaha 
Angkutan Pelayaran Rakyat

Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan 
Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek 
Pedesaan yang Ditetapkan

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut 
Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau 

Badan Usaha yang Berdomisili dan yang 

Jumlah Izin yang Terfasilitasi

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan 
Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota


